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Abstrak 
Perjanjian Jaminan Fidusia erat kaitannya dengan perjanjian kredit.  Banyak permasalahan yang timbul dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, terutama permasalahan debitor wanprestasi seperti yang terjadi pada PT.BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE (selanjutnya disebut kreditor). Debitor menggadaikan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kreditor serta debitor tidak membayar angsuran hutang. Kreditor yang merasa dirugikan selanjutnya melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gresik. Namun, para pihak sepakat melakukan mediasi dan selanjutnya kesepakatan tersebut ditulis dalam sebuah Akta Perdamaian. Kekuatan hukum Akta Perdamaian sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, namun perlu dilakukan peninjauan hukum terhadap Akta Perdamaian dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia yang obyeknya tidak ada pada debitor agar tidak kembali terjadinya wanprestasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah ntuk mengetahui kekuatan Akta Perdamaian dalam melindungi kepentingan kreditor serta untuk memahami bagaimana upaya pelaksanaan eksekusi atas Akta Perdamaian apabila obyek jaminan fidusia tidak ada. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif, mengkaji Perjanjian Jaminan Fidusia, Akta Perdamaian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan permasalahan. Bahan hukum yang dibutuhkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan dengan teori preskriptif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Akta Perdamaian berkekuatan hukum tetap serta tidak dapat dilakukan pembatalan, memiliki kelemahan dilihat dari jangka panjang pemenuhan prestasinya karena Akta Perdamaian disepakati sebelum pemeriksaan perkara sehingga kreditor tidak dapat mengukur kemampuan keuangan debitor untuk melaksanakan prestasinya. Meskipun obyek jaminan fidusia sudah tidak ada, namun hal tersebut tidak mengurangi kewajiban debitor dalam melakukan prestasinya. Kreditor dapat melakukan sita jaminan terhadap harta debitor sebagai jaminan agar debitor melaksanakan prestasinya dan mencegah debitor  wanprestasi kembali.
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Abstract

Fiduciary Warranty Agreement has a close relation with credits agreement. Many problems were created from credit agreement with fiduciary warranty, especially default debitor problems such as what is happened on PT. Bentara Sinergies Multifinance (which then said as creditor). The debitor mortgages a fiduciary warranty object to a third party without being acknowledged by the creditor, and the debitor does not pay the installment payment. The creditor who is disadvantaged then did a legal effort by filed it to District Court of Gresik, yet , the both parties has agreed to do a mediation which then written on an Pax Agreement. The legal power of Pax Agremeent is equal with the judge’s decision with a permanent legal power, but it needs a review for it on solving the fiduciary warranty legal action, in which the object is not in the debitor so that a default will not be happened. The purpose of the research is to known about the Pax Agreement in protecting creditor and to learn how the execution attempt although the object of fiduciary warranty is not available. This is a normative research, studying Fiduciary Warranty Agreement, Pax Agreement and law rules that applies, and then relates it to the problem. The legal materials needed are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research approach used is a legislation, conceptual approach, and case approach. The legal materials processing technic on a normative research is done by prescriptive theory. Based on the conclusion, it can be concluded that Pax Agreement has a permanent legal force and it cannot be cancelled, and the weakness can be seen in a long term since Pax Agreement is agreed before the case checking. Therefore, creditor cannot measure debitor’s financial ability to do the accomplishment. However the object of fiduciary warranty is not available, but it does not reduce the debitor’s obligation to do the accomplishment. Creditor can do sequestration towards debitor’s asset as a guarantee for debitor to do the accomplishment and to avoid the debitor to do default.
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PENDAHULUAN 
Perkembangan hukum jaminan di Indonesia dimulai pada masa pemerintah Hindia Belanda, Jepang, dan zaman kemerdekaan. Sehingga sampai saat ini, telah banyak mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang hukum jaminan. Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitor) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).
 Ketentuan yang berkaitan dengan hukum jaminan dapat ditemukan di dalam Buku II Kitab Undang undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) dan diluar KUHPerdata. Ruang lingkup hukum jaminan, meliputi :

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi : gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara.

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu Fiducie, sedang dalam Bahasa Inggris disebut fiduciary transfer  of ownership, yang artinya kepercayaan. Di berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah Fiducie Eigendom Overdract (FEO) yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.


Pengertian fidusia dapat kita jumpai dalam Pasal 1 angka 1 UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  (yang selanjutnya disebut UUJF) yang berbunyi pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Disamping istilah fidusia, dikenal pula istilah jaminan fidusia pada pasal 1 angka 2 UUJF yang berbunyi:
Hak  jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Sebelum diundangkannya UUJF, konstruksi hukum fidusia timbul dari putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1932. Berdasarkan keputusan tersebut , fidusia hanya berlaku bagi benda bergerak.
 Pembebanan fidusia hanya berlaku bagi benda bergerak karena pada dasarnya fidusia timbul dari perjanjian dimana obyek benda yang dijaminkan kepemilikannya berubah menjadi milik kreditor sedangkan penguasaan bendanya ada pada debitor.

Jaminan Fidusia merupakan salah satu jaminan yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia hal ini dilihat dari jumlah Lembaga Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebanyak 239 lembaga  pada tahun 2004 serta terus berkembang.
 Perjanjian Jaminan Fidusia erat kaitannya dengan perjanjian kredit karena perjanjian kredit merupakan perjanjian pembayaran utang-piutang dengan cara dicicil yang obyek jaminannya difidusiakan. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bukan merupakan perjanjian jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditor dan debitor. 

 Pada KUHPerdata Bab XIX mengenai piutang piutang yang diistimewakan pada umumnya pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Secara yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus, jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kredit.

Banyak permasalahan yang timbul dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, terutama permasalahan debitor cidera janji (yang selanjutnya disebut wanprestasi) dan debitor melakukan perbuatan melanggar hukum. Bentuk wanprestasi tersebut berupa tidak dipenuhinya prestasi dimana prestasi tersebut merupakan kesepakatan para pihak yang disebutkan dalam perjanjian, baik berdasarkan perjanjian pokok maupun Perjanjian Jaminan Fidusia itu sendiri.

Seperti yang terjadi pada PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE (yang selajutnya disebut BESS FINANCE) yang merupakan salah satu lembaga pembiayaan terdaftar yang berada di kota Gresik. BESS FINANCE menerima pinjaman kredit dengan jaminan fidusia yang obyek jaminannya berupa mobil maupun motor. Hampir setiap harinya BESS FINANCE menerima pinjaman fidusia dari nasabah yang berada di wilayah Gresik. Mudahnya persyaratan untuk pengajuan pinjaman fidusia menyebabkan permintaan pinjaman utang-piutang dengan jaminan fidusia banyak diminati masyarakat.

 Namun, tidak semua perjanjian kredit jaminan fidusia pada BESS FINANCE berakhir dengan pemenuhan prestasi para pihak. Pada pertengahan tahun 2014, BESS FINANCE yang merupakan kreditor dalam hal ini melayangkan surat gugatan kepada Qun Arifuddin Achmad yang merupakan salah satu nasabah (selanjutnya disebut debitor). Hal tersebut  Dikarenakan debitor tidak membayar angsuran kredit pinjaman fidusia dalam beberapa bulan kepada pihak kreditor selajutnya kreditor memberikan surat peringatan tiga kali namun tidak mendapat respon dari debitor. 

Selanjutnya pihak kreditor meminta bantuan pihak ketiga yaitu penasehat hukum untuk memberikan surat somasi kepada debitor. Namun hingga penerbitan surat somasi yang ketiga kali dan yang terakhir pihak debitor tidak memberikan tanggapan.  Meskipun tidak menjawab surat gugatan terlebih dahulu dan tanpa didampingi penasehat hukum, debitor memenuhi relass panggilan pengadilan serta debitor mengakui telah menggadaikan benda yang dibebani jaminan fidusia berupa mobil kepada pihak ketiga. Serta menurut keterangan debitor, obyek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada pada pihak ketiga. Pada akhirnya para pihak yang bersengketa sepakat untuk berdamai dan mengakhiri sengketa dan kesepakatan tersebut ditulis dalam bentuk sebuah Akta Perdamaian.
Tidak hanya terjadi pada BESS FINANCE saja tetapi perbuatan debitor yang wanprestasi dan pembebanan ulang benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sering terjadi pada lembaga pembiayaan lainnya. Pasal 8 UUJF menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut. Namun pada pasal 17 UUJF menyebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Kreditor maupun debitor dapat mempunyai perbedaan penafsiran dari kedua pasal tersebut sehingga terdapat norma yang kabur pada masyarakat.

Pada dasarnya debitor tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan benda yang dibebani  jaminan fidusia kepada pihak ketiga, karena telah terjadi penyerahan hak kebendaan (zakelijkrecht) secara fidusia dari debitor kepada kreditor. Sehingga kedudukan debitor adalah sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan berdasarkan kepercayaan kepada kreditor. Pengalihan benda yang dijadikan jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia bertentangan dengan pasal 23 UUJF yang menyebutkan : 
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksut dalam pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.

(2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Para pihak yang bersengketa berhak untuk memilih penyelesaian sengketa yang dikehendaki, sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan jalur litigasi (pengadilan) ataupun melalui jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang biasanya dikenal dengan nama Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (PSA). Pada sengketa yang terjadi antara BESS FINANCE dan debitor, kesepakatan perdamaian ditulis dalam Akta Perdamaian.
Akta Perdamaian yang disepakati dalam pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), namun perlu diketahui pula bagaimana kekuatan mengikat Akta Perdamaian untuk melindungi kepentingan kreditor. Akta Perdamaian yang merupakan putusan pengadilan memiliki sifat tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan eksekutorial namun bagaimana pelaksanaan eksekusi apabila obyek jaminan fidusia tidak ada pada debitor. Tujuan dalam penelitian ini adalah ntuk mengetahui kekuatan Akta Perdamaian dalam melindungi kepentingan kreditor serta untuk memahami bagaimana upaya pelaksanaan eksekusi atas Akta Perdamaian apabila obyek jaminan fidusia tidak ada.
METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada data sekunder sebagai data utamanya.

Teknik Pendekatan Bahan Hukum

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)
Sebagai dasar awal melakukan analisis peneliti menggunakan peraturan perundang –undangan yang dalam hal ini menggunakan Perjanjian Jaminan Fidusia yang telah disepakati para pihak serta Akta Perdamaian, KUHPerdata dan juga UUJF.
2. Pendekatan konsep (Conseptual Approach)
Pendekata konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 
3. Pendekatan kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus yang berkaitan dengan debitor yang menggadaikan benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan hasil kesepakatan para pihak berupa Akta Perdamaian. 
Jenis Bahan Hukum

Sumber utama yang digunakan penelitian hukum normatif adalah bahan hukum yang berisi aturan – aturan yang berifat normatif dan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan jaminan fidusia.

a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum utama yang mengikat dengan perundang-undangan jaminan fidusia, yang terdiri dari :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3) Perjanjian Pokok Utang Piutang.

4) Perjanjian Jaminan Fidusia.

5) Akta Damai No. Register Perkara 075/SK/V/2014/PN.Gs.

b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literature  jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia.

c. Bahan Hukum tersier 

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI). 

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif  yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum.
 Pengumpulan bahan hukum merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber hukum, karena melalui pengumpulan bahan hukum ini akan diperoleh bahan hukum yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. 

Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara:

1.      Pemeriksaan bahan hukum (Editing),

2.      Penandaan bahan hukum (Coding), 

3.      Klasifikasi bahan hukum (Classification), 

4.      Penyusunan bahan hukum ( Systematizing).

Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum penyusunan skripsi ini menggunakan cara preskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. KASUS POSISI
PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE (selajutnya disebut  BESS FINANCE) merupakan salah satu lembaga pembiayaan terdaftar yang berada di kota Gresik. BESS FINANCE menerima pinjaman kredit jaminan fidusia dengan obyek jaminan yaitu mobil maupun motor. Hampir setiap harinya BESS FINANCE menerima pinjaman fidusia dari nasabah yang berada di wilayah gresik. Mudahnya persyaratan untuk pengajuan pinjaman fidusia menyebabkan permintaan pinjaman dengan jaminan fidusia banyak diminati masyarakat.

Pada tanggal 20 bulan Oktober 2013, salah satu debitor mengadakan perjanjian jaminan fidusia dengan BESS FINANCE. Kedua pihak sepakat melakukan perjanjian pokok utang piutang dengan pencairan dana sejumlah Rp.102.247.000  serta debitor sepakat membayar angsuran sejumlah Rp.3.855.000  selama tiga puluh enam bulan dan jatuh tempo pada tanggal 5 setiap bulannya. Total keseluruhan hutang pokok  yang harus dibayarkan debitor kepada kreditor adalah  sejumlah  Rp.138.780.000. Pada tanggal 31 juli 2013 debitor menandatangani Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dan sebagai penerimanya adalah BESS FINANCE selaku kreditor. Debitor sepakat memberikan kuasa untuk menjaminkan BPKB mobil merk Suzuki Type Swift ST 1,5 M/2011 atas nama Qun Arifudin Achmad selaku debitor yang termuat dalam Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris Surabaya yang bernama Ronald Juanda Holsen, S.H., M.Kn., dengan nomor 164 pada tanggal 22 Oktober 2013. 

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat assesoir atau tambahan karena perjanjian utamanya adalah utang piutang yang telah disepakati dan akan dibayarkan  secara kredit. Debitor mempunyai kewajiban membayar cicilan angsuran setiap bulannya per tanggal 5, akan tetapi debitor hanya mengangsur hingga empat kali. Terhitung pada bulan September, Oktober, November, Desember 2013. Selanjutnya, pada bulan Januari sampai dengan bulan mei 2014 debitor tidak memenuhi prestasinya yaitu tidak membayar angsuran kredit. Pihak kreditor telah memberikan Surat Peringatan I pada tanggal 5 januari 2014 beserta rincian totalan yang harus dibayarkan oleh debitor, namun debitor tidak menganggapi surat peringatan tersebut. Pada tanggal 12 januari 2014 pihak kreditor memberikan Surat Peringatan II namun debitor tetap tidak memberikan tanggapan. Hingga pada tanggal 19 januari 2014 kreditor kembali memberikan Surat Peringatan III namun tetap tidak ditanggapi oleh kreditor.

Pihak kreditor akhirnya meminta bantuan penasehat hukum untuk memberikan Surat Somasi yang dibuat pada tanggal 14 maret 2014 yang tidak mendapat tanggapan dari debitor. Pada tanggal 4 april 2014 Somasi II dilayangkan ke alamat debitor namun tetap tidak mendapat tanggapan. Hingga akhirnya pada tanggal 15 April 2014 pihak kreditor melayangkan surat Somasi ke-III serta yang terakhir kepada kreditor. Total nilai angsuran yang harus dibayarkan debitor adalah sejumlah Rp.123.360.000 dengan ditambah denda keterlambatan pembayaran sejumlah Rp.7.170.500 dihitung dari 0.5% per hari dari nilai angsuran, sehingga jumlah seluruh sisa hutang pokok, denda dan bunga sejumlah Rp. 130.530.500. 

Pada kasus ini, pihak kreditor telah melaksanakan langkah patut menurut hukum dengan mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada debitor. Somasi atau teguran yang dikirim kepada debitor bertujuan untuk mengingatkan dan meminta debitor agar segera melaksanakan kewajibannya namun debitor tidak memberikan tanggapan. Pihak kreditor merasa bahwa debitor tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasinya. Pada akhirnya Kreditor melayangkan Gugatan dengan dasar wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor Register Perkara 075/SK/V/2014/PN.Gs pada tanggal 13 mei 2014.

Debitor yang tidak beritikad baik untuk membayar angsuran kepada kreditor dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena tidak melakukan sebagaimana mestinya seperti yang tertera dalam Perjanjian Jaminan Fidusia yang disepakati. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi :

Penggantian biaya, rugi, bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Menurut pasal 1243 KUHPerdata wanprestasi yang dilakukan debitor melahirkan hak bagi kreditor untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang disebabkan perbuatan debitor. Tidak jauh berbeda dengan Pasal 1243 KUHPerdata, dalam Perjanjian Jaminan Fidusia disebutkan pula bahwa pihak debitor yang wanprestasi harus segera menyerahkan obyek jaminan fidusia serta membayar semua biaya yang berhubungan dan menjadi tanggungan dari debitor. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan debitor tidak hanya berupa kerugian materiil namun dapat menyebabkan kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung dengan uang.  Selain wanprestasi debitor juga menggadaikan Mobil Suzuki type Swift 2011 yang dalam hal ini merupakan benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari pihak kreditor. 

Pada Latar belakang kasus ini, debitor tidak dapat membuktikan bahwa obyek jaminan fidusia masih di bawah penguasaan debitor. Sehingga debitor digugat untuk membayarkan seluruh kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini serta kreditor meminta sita jaminan terhadap harta milik debitor. Sebelum sidang dimulai diadakan mediasi antara kedua pihak oleh Hakim di Pengadilan Negeri Gresik. . Pada akhirnya para pihak yang bersengketa sepakat untuk berdamai dan mengakhiri sengketa dan kesepakatan tersebut ditulis dalam bentuk sebuah Akta Perdamaian. 

2. Kekuatan mengikat Akta Perdamaian untuk melindungi kepentingan kreditor apabila debitor menggadaikan benda yang dibebani Jaminan Fidusia.

Pada kasus posisi diatas telah dijelaskan bahwa perjanjian pokok atau perjanjian utama yaitu perjanjian utang-piutang dengan jaminan fidusia. Benda yang dibebani jaminan fidusia tersebut didaftarkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus hak kebendaan kepada penerima fidusia yaitu kreditor. Namun, dengan didaftarkannya obyek jaminan fidusia tidak dapat menjamin agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Dalam latar belakang masalah pada penelitian ini, debitor wanprestasi serta debitor menggadaikan atau mengalihkan obyek jaminan fidusia yang telah didaftarkan. 

Pada dasarnya debitor tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan benda yang dibebani  jaminan fidusia kepada pihak ketiga, karena telah terjadi penyerahan hak kebendaan (zakelijkrecht) secara fidusia dari debitor kepada kreditor. Sehingga kedudukan debitor adalah sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan berdasarkan kepercayaan kepada kreditor. Pengalihan benda yang dijadikan jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia bertentangan dengan pasal 23 ayat (2) UUJF. Namun terdapat pengecualian apabila debitor telah mendapat persetujuan tertulis dari kreditor, maka debitor dapat menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

Pada latar belakang permasalahan telah dijelaskan bahwa kedua pihak sepakat untuk melakukan mediasi di pengadilan dan berdasarkan kesepakatan tersebut maka dibuatlah sebuah akta. Sesuai dengan pasal 130 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa :

Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai. Maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Mediasi litigasi merupakan mediasi yang dilakukan dalam pengadilan sebagai salah satu upaya hukum wajib yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008. 

Akta Perdamaian yang disepakati dalam persidangan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) oleh karena itu tidak dapat dilakukan pembatalan kecuali terdapat beberapa hal yang di sahkan menurut undang-undang.  Akta Perdamaian dengan didasarkaan pada putusan Majelis Hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.Seperti yang telah diuraikan pada pasal 1858 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Namun, Akta Perdamaian tersebut memiliki kelemahan dilihat dari jangka panjang pemenuhan prestasinya.  Akta Perdamaian merupakan bentuk kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tanpa pengukuhan oleh Hakim, dengan begitu seharusnya kurang patut apabila Akta Perdamaian tidak dapat dibatalkan. Secara umum  suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap apabila telah dilakukan upaya hukum sebelumnya namun pada undang-undang disebutkan bahwa Akta Perdamaian ini secara melekat berkekuatan hukum tetap serta tidak dapat dilakukan pembatalan atas akta ini. Kreditor maupun debitor yang bersengketa dan diselesaikan dengan adanya Akta Perdamaian tidak dapat mengajukan upaya banding maupun kasasi pada kasus yang sama. 

Akta Perdamaian di sepakati sebelum pemeriksaan perkara dilaksanakan, sehingga Hakim maupun kreditor tidak dapat mengukur kemampuan debitor pada proses pemenuhan prestasinya. Seharusnya setelah diterbitkannya Akta Perdamaian, akta tersebut dapat memberikan kelonggaran pada pihak bersengketa yang  telah setuju melakukan perdamaian. Namun, pada saat Akta Perdamaian diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gresik maka baik debitor maupun kreditor diwajibkan memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan dan tidak dapat mengubahnya. Dengan demikian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan Akta Perdamaian seperti debitor tidak dapat memenuhi prestasi maupun terlambat memenuhi prestasi maka debitor tidak dapat diberikan kelonggaran waktu dalam pemenuhan prestasi. Secara moril, persetujuan perdamaian dengan Akta Perdamaian tetap memberatkan salah satu pihak yaitu debitor dan tidak sesuai dengan asas keseimbangan. 

Pada latar belakang penelitian ini, penyebab terjadinya wanprestasi  yaitu debitor tidak mampu  melaksanakan prestasinya dengan tidak membayar cicilan serta menggadaikan obyek Jaminan Fidusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa debitor kurang mampu dari segi financial. Sehingga dengan  adanya Akta Perdamaian yang disepakati para pihak sebelum pemeriksaan perkara, suatu saat dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor apabila kreditor tidak dengan jeli melihat kekuatan keuangan debitor.  Akta Perdamaian dikemudian hari  dapat mempersulit kedua pihak yang bersengketa apabila kembali terjadi wanprestasi. Menurut pendapat salah satu ahli hukum, Wirjono Prodjodikoro:
Bukan berarti tidak ada perbedaan sama sekali antara dading dan suatu putusan Hakim, perbedaan yang terpenting ialah, bahwa dading tetap merupakan suatu persetujuan yang dapat dibatalkan seperti lain-lain persetujuan, sedangkan suatu putusan Hakim yang bersifat tetap, tidak dapat lagi dibatalkan secara yang dapat diperlakukan terhadap dading.

Pada beberapa pasal dalam KUHPerdata , Akta Perdamaian hanya dapat dibatalkan dengan keadaan tertentu yaitu :

1. Pada pasal 1859 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

Namun itu suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan. Ia dapat dibatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan.

Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa Akta Perdamaian dapat dibatalkan apabila terjadi kesalahan mengenai orang yang dimaksud sebagai subyek untuk persetujuan maupun kesalahan pengertian dalam pokok sengketa. Serta Akta Perdamaian dapat dibatalkan apabila terdapat unsur penipuan ataupun terdapat unsur paksaan.

2. Pada pasal 1860 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

Begitu pula dapat diminta pembatalan suatu perdamaian, jika perdamaian itu telah diadakan karena kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu.

Akta Perdamaian dapat diminta pembatalan apabila perdamaian yang disepakati terjadi karena kesalahpahaman mengenai duduk perkaranya. Dengan kata lain, pembatalan dapat dilakukan apabila para pihak salah mengerti tentang perkara yang dihadapi dan telah melakukan perdamaian.

3. Pada pasal 1861 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, adalah sama sekali batal.

Jelas dikatakan bahwa Akta Perdamaian dibatalkan apabila surat-surat yang berhubungan dengan perdamaian tersebut adalah surat-surat palsu.

4. Pada pasal 1862 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

Suatu perdamaian mengenai suatu sengketa, yang sudah diakhiri dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, namun tidak diketahui para pihak atau salah satu dari mereka, adalah batal. 

Akta Perdamaian dapat dibatalkan apabila para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui tentang adanya suatu putusan Hakim yang memiliki kekuatan mutlak.

5.  Pada pasal 1863 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

Jika para pihak, untuk seumumnya, telah membuat suatu perdamaian tentang segala urusan yang berlaku diantara mereka, maka adanya surat-surat yang pada waktu itu tidak diketahui, tetapi kemudian diketemukan, tidak merupakan alasan untuk membatalkan perdamaiannya, kecuali apabila surat-surat itu telah sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak. 

Namun itu perdamaiannya adalah batal, jika perdamaian hanya mengenai satu urusan saja, sedangkan dari surat-surat yang diketemukan kemudian ternyata bahwa salah satu pihak sama sekali tidak mempunyai sesuatu hak atas itu.

Akta Perdamaian  dapat dibatalkan apabila setelah perdamaian yang dilakukan para pihak namun kemudian ditemukan surat-surat yang hilang karena telah disembunyikan oleh salah satu pihak mengenai suatu urusan saja. 

Selain dari keadaan-keadaan tertentu yang telah dijelaskan diatas , maka Akta Perdamaian tidak dapat dibatalkan sehingga dapat dikatakan Akta Perdamaian memiliki kekurangan dalam segi pelaksanaan prestasi diluar kemampuan Akta Perdamaian  yang berkuatan hukum tetap untuk melindungi hak-hak kreditor.  Sehingga ada baiknya bagi para pihak yang memiliki sengketa hendaknya mempertimbangkan dengan baik penyelesaian sengketa dengan cara yang tepat sesuai dengan latar belakang masalah yang ada. Berberapa kekurangan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi litigasi yaitu :

a. Penyelesaian sengketa yang lambat.

Penyelesaian perkara melalui proses litigasi pada umumnya lambat atau “waste of time”, sehingga mengakibatkan proses pemeriksaan yang bersifat sangat formal (formalistic) dan sangat teknis (technically).
 Penyelesaian sengketa yang lambat disebabkan pula oleh banyaknya sengketa yang masuk pada pengadilan.

b. Faktor biaya.

Apabila dilihat dari penyelesaian sengketa yang lambat maka semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan dalam proses litigasi sehingga proses penyelesaian sengketa litigasi tidak efektif dan effisien.

c. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.

Menurut salah satu Ahli Hukum, M. Yahya Harahap berpendapat:

Tidak ada putusan pengadilan yang membawa para pihak yang bersengketa kearah penyelesaian masalah, karena putusan pengadilan tidak bersifat problem solving diantara para pihak yang bersengketa, tetapi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang saling berhadapan, yaitu menempatkan satu pihak pada posisi pemenang dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah. Dalam posisi menang dan kalah tersebut, bukan kedamaian yang timbul, tetapi terkadang timbul dendam dan kebencian pada pihak yang kalah.

Dengan begitu Proses penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi tidaklah efektif dan berdampak buruk bagi hubungan kedua pihak sehingga dapat dipertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa.

d. Kemampuan para hakim bersifat generalis.

Menurut Margono sebagai salah satu ahli hukum:

Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya di bidang hukum, diluar itu pengetahuan mereka hanya bersifat umum, sangat mustahil mereka mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas dalam berbagai bidang, misalnya sengketa teknologi kontruksi, akuntansi, perkreditan dan sebagainya. 

Dengan demikian maka dalam proses penyelesaian sengketa tidak dapat menjamin apakah putusan tersebut dapat seimbang bagi kedua pihak meskipun dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus menggunakan asas keseimbangan dan juga keadilan namun pada prakteknya banyak putusan hakim yang memberatkan pihak lainnya.

Para pihak yang bersengketa berhak untuk memilih penyelesaian sengketa yang dikehendaki, sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan jalur litigasi (pengadilan) ataupun melalui jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang biasanya dikenal dengan nama Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (PSA). Selain itu, dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi diluar pengadilan memiliki banyak manfaat dan keuntungan, yaitu :

a. Sifat sukarela dalam proses penyelesaian.
Para pihak yang bersengkat dengan sukarela turut serta karena para pihak percaya bahwa penyelesaian sengketa secara alternatif dapat menemukan solusi yang tepat dan menguntungkan para pihaknya.
b. Prosedur yang cepat.

Prosedur dalam alternatif penyelesaian sengketa bersifat informal sehingga para pihak dapat menegoisasikan syarat-syarat yang akan digunakan.  Hal tersebut akan berdampak cepat pada penyelesaian masalah  serta mencegah masalah tersebut selesai berlarut-larut seperti halnya penyelesaian sengketa dengan litigasi.

c. Keputusan non yudisial.

Para pihak mempunyai kewenangan yang sama dalam membuat suatu keputusan, pihak ketiga sebagai penengah hanya memberikan opini atau pendapat hukum terkait masalah yang ada pada para pihak.

d. Hemat waktu dan biaya.

Pada proses penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi membutuhkan biaya dan waktu yang banyak, berbeda dengan penyelesaian sengketa alternatif. Para pihak memiliki control dalam seberapa lama penyelesaian sengketa tersebut sehingga para pihak dapat memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan dalam suatu penyelesaian sengketa.

e. Hubungan baik pasca sengketa.

Hubungan baik dapat dibentuk meskipun setelah adanya sengketa, hal ini disebabkan karena para pihak dapat mengutarakan pendapatnya terkait sengketa tersebut. Berbeda dengan penyelesaian sengketa pada litigasi yang dapat membuat salah satu pihak merasa dikalahkan maka hubungan baik pasca terjadinya sengketa akan sulit dibina.

f. Keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan para pihak.

Christopher W. Moore berpendapat :

Keputusan ini biasanya bertahan sepanjang waktu, jika kemudian di kemudian hari persengketaan itu menimbulkan masalah, pihak-pihak yang terlibat lebih memanfaatkan bentuk pemecahan masalah kooperatif dibandingkan dengan menerapkan pendekatan yang bertentangan.

Dari pendapat ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan penyesuaian kembali apabila timbul sengketa dikemudian hari.

Untuk itu, pada kerangka berpikir telah diuraikan pula hal-hal terkait yang harus lebih dahulu diteliti untuk menentukan cara yang tepat dalam penyelesaian sengketa. Hal-Hal tersebut, yaitu :

1) Pendaftaran Benda Jaminan Fidusia

Langkah pertama dalam menyelesaikan sengketa para pihak adalah dengan memeriksa apakah benda jaminan fidusia telah didaftarkan. Pada penjelasan UUJF dikatakan bahwa salah satu tujuan undang-undang fidusia adalah memberikan kepastian hukum kepada para pihak.
  Sedangkan ahli hukum J Satrio berpendapat bahwa tujuan memberikan lebih besar kepastian hukum seperti yang disebutkan diatas, mendapat penjabarannya dalam bentuk, dianut asas spesialitas dalam pembebanan fidusia.
 
Asas spesialitas yang dimaksud yaitu hak fidusia hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama penerima fidusia yang telah tertera dalam Sertifikat Fidusia. Pada pasal 11 UUJF telah disebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dengan begitu benda yang dijadikan jaminan fidusia tidak dapat dibebankan dengan jaminan lainnya.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor fidusia sesuai dengan pasal 12 ayat (1) UUJF yang menyebutkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada pasal 12 ayat (2) UUJF  disebutkan bahwa untuk pertama kali Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Serta disebutkan pula dalam pasal 12 ayat (3) UUJF bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. 

Mengenai tata cara pendaftaran fidusia diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia. Pada pasal 13 PP No. 86 tahun 2000 tersebut  menyebutkan bahwa Kantor sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) berada si Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 

Selain asas spesialitas, didalam UUJF menganut pula asas publisitas. Asas publisitas bertujuan agar setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data dan beban yang ada pada suatu obyek jaminan fidusia tertentu. Maka dari itu pada pendaftaran harus disebutkan data-data terkait yang menyangkut obyek jaminan fidusia. Pendaftaran ini bertujuan agar  benda yang dijadikan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah untuk menjamin kepastian hak kreditor atas benda jaminan fidusia. Seperti yang tertulis pada pasal 13 UUJF yang berbunyi :

(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

(2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

b. Tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;

c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

d. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

e. Nilai penjaminan; dan

f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Setelah berkas terpenuhi maka selanjutnya Kantor Jaminan Fidusia bertugas untuk mencatat dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran sesuai dengan pasal 13 ayat (3) UUJF. Untuk penerbitan dan penyerahan sertifikat fidusia  pada penerima fidusia dilakukan pada tanggal yang sama dengan penerimaan dan permohonan pendaftaran sesuai dengan pasal 14 ayat (1) UUJF. Dijelaskan pada pasa 14 ayat (3) UUJF bahwa Fidusia lahir pada tanggal yang sama dicatatnya jaminan fidusia di buku daftar fidusia. 

2) Larangan menggadaikan obyek Jaminan Fidusia
Setelah unsur pendaftaran terpenuhi maka langkah selanjutnya dalam penyelesaian sengketa para pihak, adalah memeriksa kembali Perjanjian Jaminan Fidusia yang disepakati para pihak. Sengketa pada latar belakang penelitian ini disebabkan oleh debitor yang wanprestasi dalam pembayaran angsuran dan debitor menggadaikan benda jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut digadaikan pada pihak ketiga dengan ijin tertulis dari kreditor maka perbuatan debitor tersebut dianggap sah. 

Namun pengalihan dengan ijin tertulis oleh kreditor tidak dapat membuat kreditor menanggung resiko atas hubungan debitor dengan pihak ketiga. Resiko dan tanggung jawab atas pengalihan benda oleh debitor atas seijin kreditor tetap menjadi tanggung jawab debitor serta debitor tetap berkewajiban untuk membayar angsuran hutang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Sesuai dengan pasal 24 UUJF yang menyebutkan bahwa 

Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubung dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pada penelitian ini, debitor menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa peretujuan tertulis dari kreditor. Berdasarkan UUJF maupun pada Perjanjian Jaminan Fidusia menyatakan bahwa debitor dilarang menggadaikan atau mengalihkan dengan cara apapun obyek jaminan fidusia. Maka dari itu, debitor telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku dan debitor telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama. 

Sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pengertian dari pasal tersebut yaitu, perbuatan debitor telah menimbulkan kerugian bagi kreditor maka debitor harus mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan. 

Penerima fidusia atau keditor dengan berdasarkan sertifikat jaminan fidusia, dalam jangka waktu yang ditentukan di perjanjian memiliki kewenangan penuh atas obyek jaminan fidusia sampai pada saat debitor melunasi seluruh hutang pokok, denda dan bunga. Debitor tidak berhak menggadaikan atau mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditor sesuai dengan yang diuraikan pada pasal 5 Perjanjian Jaminan Fidusia yang disepakati dan pasal 23 ayat (2) UUJF. Pasal 5 Perjanjian Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa :

· Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia.

· Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujua tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

· Bilamana pemberi fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau debitor tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau debitor dalam memenuhi kewajibannya tersebut.

· Dalam hal mana Hak Pemberi Kuasa untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir dan Obyek jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia. 

Serta disebutkan pula pada pasal 17 UUJF bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dari ketiga pasal tersebut yaitu pasal 5 Perjanjian Jaminan Fidusia , pasal 23 ayat (2) UUJF dan pasal 17 UUJF menegaskan tentang larang pembebanan ulang pada obyek yang telah dibebani jaminan fidusia. 

Tidak hanya larangan tentang pembebanan ulang namun dari ketiga pasal tersebut juga melarang debitor selaku pemberi fidusia untuk menggadaikan ataupun mengalihkan dengan cara apapun obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditor. Serta kreditor tidak mentoleransi adanya kelalaian yang dilakukan oleh debitor dengan demikian debitor dituntut untuk mengganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan debitor. Dan seharusnya pihak ketiga tidak menerima gadai yang dilakukan oleh debitor karena obyek jaminan fidusia telah di daftarkan.

Dengan adanya UUJF dan Perjanjian Jaminan Fidusia, maka kreditor akan mempunyai kedudukan yang kuat. Hak kreditor penerima fidusia untuk mendapatkan kembali tagihannya dari debitor sangat dipermudah dengan diberikannya kewenangan untuk melaksanakan parate eksekusi.
 Telah dijelaskan pula pada pasal 15 ayat (2) UUJF yang menyebutkan bahwa Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta disebutkan pula dalam pasal 7 Perjanjian Jaminan Fidusia bahwa :

· Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau debitor tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan / atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau debitor lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu surat lain yang serupa dengan itu. Maka dalam hal terjadi demikian Hak pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan kembali oleh Pemberi fidusia kepada Penerima Fidusia dengan segera setelah diberitahukannya secara tertulis oleh Penerima Fidusia dalam keadaan terpelihara baik dan ditempat yang ditentukan Penerima Fidusia atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia. 

· Dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan penyerahan tersebut. Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah dengan meperhatikan ketentuan yang berlaku, berhak mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia berada. Baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya. Dengan ketentuan bahwa semua biaya yang berkaitan dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oelh Pemberi Fidusia.

Berdasarkan pasal 15 ayat (2) UUJF dan pasal 7 Perjanjian Jaminan Fidusia dapat disimpulkan bahwa kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian sekaligus dapat  mengeksekusi obyek jaminan fidusia yang berada dibawah pengawasan debitor. Untuk melindungi kepentingan kreditor karena perbuatan  debitor yang menggadaikan obyek jaminan fidusia tanpa ijin, maka kreditor berhak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut pendapat Phillipus M. Hadjon ada dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu :

Perlindungan hukum pertama, perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah membentuk bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas spesialitas dan asas publisitas telah terpenuhi dan sekaligus menjadi langkah awal perlindungan secara preventif untuk mencegah sengketa dikemudian hari. Hak milik sementara obyek jaminan fidusia beralih sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat fidusia yaitu penerima fidusia. Serta pendaftaran jaminan fidusia ditujukan agar para pihak yang berkepentingan mengetahui beban yang ada pada obyek jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dapat pula digunakan sebagai bukti apabila muncul suatu sengketa dikemudian hari.  

3) Perjanjian Jaminan Fidusia

Pada latar belakang penelitian ini, sengketa timbul dikemudian hari. Pihak kreditor selaku pihak yang merasa dirugikan berhak menentukan tindakan hukum yang tepat sebagai upaya penyelesaian sengketa. Tindakan hukum yang tepat setelah terjadinya sengketa juga merupakan bentuk perlindungan hukum secara represif bagi kreditor yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah ada. 

Sebelum kreditor mengajukan gugatan wanprestasi debitor ke Pengadilan Negeri Gresik, para pihak yang bersengketa dapat melihat kembali kalusula penyelesaian sengketa pada Perjanjian Jaminan Fidusia. Seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 14 sub1 Perjanjian Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa segala perselisihan yang mungkin timbul diantara para pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara para pihak sendiri maka para pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik di Gresik. Dapat diselesaikan diantara para pihak sendiri dapat diartikan bahwa pihak kreditor dan debitor dapat mengusahakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non-litigasi. 

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang biasanya dikenal dengan nama Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (PSA). Pada pasal 6 ayat (1) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Menurut pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli, arbitrase.

4) Penyelesaian Sengketa para pihak 

Berdasarkan latar belakang masalah, penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh kreditor secara tepat adalah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan cara mediasi (selanjutnya disebut mediasi PSA). Sebab, Mediasi dalam persidangan tidak dapat di ajukan banding maupun gugatan kembali apabila terjadi wanprestasi pada saat pemenuhan prestasi dalam Akta Perdamaian  yang diterbitkanoleh Pengadilan Negeri Gresik. Namun, dalam mediasi PSA apabila dalam proses pemenuhan prestasinya terjadi kembali wanprestasi maka para pihak dapat mengajukan gugatan serupa ke Pengadilan Negeri setempat. Selain itu proses dan waktu yang dibutuhkan dalam mediasi di persidangan cukup lama apabila dibandingkan mediasi PSA. Sebab, pada dasarnya mediasi persidangan hanyalah merupakan upaya formalitas sebelum pemeriksaan perkara. 

Mediasi PSA dipilih karena tepat sebagai penyelesaian sengketa pada penelitian ini dibandingkan Penyelesaian Sengketa Alternatif lainnya. Mediasi PSA merupakan bentuk lain dari negoisasi namun dalam mediasi keterlibatan pihak ketiga yang aktif mempunyai pengaruh besar dalam peyelesaian sengketa yaitu mediator. Sedangkan pada negosisasi, para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa  baik dengan bantuan pihak ketiga atau hanya para pihak yang bersengketa. Pada penyelesaian sengketa secara konsiliasi dan arbitrase, para pihak lebih cenderung menyerahkan masalah kepada pihak ketiga untuk dicarikan solusi. 

Penyelesaian sengketa alternatif dengan mediasi PSA bertujuan agar kesepakatan para pihak tercapai atau paling tidak dapat terjalinnya komunikasi diantara para pihak yang bersengketa. Tujuan lainnya adalah agar hubungan baik diantara pihak yang bersengketa dapat tetap berjalan baik setelah adanya sengketa. Biasanya mediasi PSA dilakukan setelah negoisasi diantara para pihak tidak dapat tercapai sehingga membutuhkan bantuan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa pada mediasi PSA yaitu mediator. 

Para pihak khususnya kreditor dapat menentukan mediator dalam penyelesaian sengketa tentunya mediator harus mempunyai kemampuan yang cukup, aktif dan bersikap netral dalam menyelesaikan sengketa. Diperlukan mediator yang aktif dan netral karena biasanya sengketa yang diselesaikan dengan mediasi PSA lebih rumit daripada negoisasi. Gagalnya penyelesaian sengketa dengan negoisasi tersebut dikarenakan keinginan para pihak tidak dapat difasilitasi serta tidak tercapainya kesepakatan.

Mediator harus dapat mempertemukan kedua pihak yang bersengketa lalu mendengarkan pendapat dan fakta menurut pandangan para pihak, serta mengidentifikasi masalah dan mengklarifikasi masalah. Mediasi PSA dipilih karena para pihak bersengketa dapat mengutarakan pendapat dan fakta menurut pandangan masing-masing pihak. Pendapat para pihak tersebut akan didengarkan oleh mediator serta pihak lawannya sebagai bentuk pertimbangan penyelesaian sengketa. 

Para pihak yang menggunakan mediasi PSA biasanya  masih menginginkan adanya kerjasama setelah adanya sengketa. Dengan mediasi diharapkan ada win-win solution atau solusi yang menguntungkan para pihak. Mediator juga berkewajiban untuk memfasilitasi dan mempertemukan kedua pihak yang bersengketa. Dengan dibantu oleh mediator, para pihak bersengketa yang bertemu dapat saling terbuka mengenai hasil yang diinginkan. Keterbukaan para pihak inilah yang menjadi salah satu keunggulan mediasi PSA dibandingkan dengan konsiliasi dan arbitrase. 

Pada penyelesaian sengketa mediasi PSA, mediator tidak tunduk terhadap suatu aturan hukum acara apapun sehingga mediator bebas menentukan proses penyelesaian sengketa. Sedangkan konsiliasi dan arbitrase memiliki hukum acara yang lebih formal serta tahapan yang harus ditempuh sebelum konsiliator maupun arbiter memberikan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

Pada konsiliasi dan arbitrase para pihak menyerahkan permasalahan kepada pihak ketiga untuk diberikan pilihan solusi penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam mediasi PSA, para pihak juga turut serta membuat isi perjanjian dan kesepakatan serta para pihaklah yang menentukan hasil penyelesaian sengketa yang difasilitasi mediator. Pada dasarnya para pihak yang membuat keputusan, mediator tidak berwenang memberikan keputusan karena mediator hanya mendengarkan dan memberikan pendapat kepada para pihak apabila diminta serta mediator bekewajiban mengkondusifkan suasana.

Konsiliasi dan arbitrase membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan hasil sengketa karena pihak konsiliator dan arbiter harus membuat beberapa usulan atau solusi sengketa. Usulan atau solusi penyelesaian sengketa konsiliasi dan arbitrase belum tentu diterima para pihak. Sedangkan pada mediasi PSA dapat memperoleh hasil dalam tempo waktu yang cepat, karena para pihak terlibat langsung dalam pembuatan kesepakatan serta isi perjanjian. Dan mediasi PSA tidak memerlukan biaya banyak dibandingkan penyelesaian sengketa melalui dengan arbitrase.

Dari hasil yang telah disepakati para pihak maka selanjutnya mediator menyusun proposal kesepakatan para pihak. Keputusan tertulis tersebut mengikat para pihak dan bersifat final serta harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

3. Pelaksanaan eksekusi atas Akta Perdamaian apabila obyek jaminan fidusia tidak ada serta apabila kembali terjadinya wanprestasi

Debitor yang wanprestasi mempunyai akibat hukum yaitu debitor harus menyerahkan obyek jaminan fidusia. Hal ini telah diatur dalam pasal 7 sub 3 pada Perjanjian Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa :

Dalam hal pemberi fidusia tidak memenuhi ketentuan penyerahan tersebut. Penerima fidusia atau kuasanya yang sah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, berhak untuk mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia berada. Baik dari tangan pemberi fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya. Dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh pemberi fidusia. 

Dijelaskan pula pada pasal 15 UUJF yang menyebutkan bahwa:

(1) Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Dicantumkan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

(3) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 4 UUJF menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah debitor wajib membayarkan cicilan angsuran kepada kreditor dan debitor harus menjaga dengan baik obyek jaminan fidusia. Serta kreditor mempunyai tanggung jawab yaitu dengan mendaftarkan obyek jaminan fidusia agar apabila terjadi sengketa maka kreditor dapat dilindungi hak-haknya. Jaminan fidusia wajib didaftarkan sesuai dengan pasal 11 UUJF. Dan sesuai pasal 14 ayat (3) UUJF dilakukan pendaftarn jaminan fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia tersebut maka Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia akan menerbutkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia. Tidak hanya itu, pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaa Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Permenkeu No.130/2012) menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor pendaftaran Fidusia, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal permbiayaan konsumen. 

Apabila kreditor tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia tersebut maka UUJF tidak dapat melindungi hak-hak kreditor. Hak yang dimaksud adalah hak preferen yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2)  UUJF yaitu kedudukan untuk mengutamakan kreditor diatas kreditor lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan masalah pada penelitian ini, obyek jaminan fidusia telah didaftarkan dengan serifikat jaminan fidusia nomor W15.00127919.AH.05.01 tahun 2014. Dengan didaftarkannya obyek jaminan fidusia maka kreditor dapat melakukan eksekusi pada saat terjadinya sengketa. 

Pada latar belakang masalah penelitian ini, debitor wanprestasi dan menggadaikan benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Kreditor yang dalam hal ini merasa dirugikan selanjutnya mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Gresik. Sebelum memulai sidang pertama, Hakim mengupayakan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.
Akhirnya para pihak yang bersengketa yaitu BESS FINANCE selaku kreditor  dan debitor sepakat untuk berdamai dan mengakhiri sengketa. Kesepakatan tersebut ditulis dalam bentuk sebuah akta. Akta yang disepakati para pihak tanpa masukan dari hakim tersebut merupakan suatu  Akta Perdamaian. Dengan adanya Akta Perdamaian maka perkara akan dianggap selesai apabila ada pelaksaaan putusan atau eksekusi. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa bertujuan untuk pemulihan hak-hak yang telah dirugikan oleh pihak lain. 

Menurut keterangan debitor  obyek jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitor kepada pihak ketiga sudah tidak ada. Namun hal tersebut tidak mengurangi kewajiban debitor dalam melakukan prestasi sebagai bentuk dari ganti rugi kepada kreditor serta tidak menghalangi eksekusi. Disebutkan dalam Akta Perdamaian  yang dalam putusannya mewajibkan debitor untuk membayar sejumlah uang juga merupakan salah satu jenis eksekusi. Serta Kreditor menyita sertifikat tanah atas nama debitor sebagai jaminan agar debitor melaksanakan prestasinya dan mencegah terjadinya kembali wanprestasi oleh debitor.

Eksekusi merupakan suatu pelaksanaan terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan dengan bantuan pengadilan. Ada beberapa asas dalam pelaksanaan eksekusi yaitu Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki sifat tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi atau tidak bisa disengketakan oleh pihak-pihak yang berpekara. Putusan tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang bersengketa serta ahli warisnya. Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri. 

Terdapat dua cara dalam menyelesaikan pelaksanaan putusan yang pertama yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut. Cara yang kedua yaitu dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 196 HIR. Terdapat tiga macam eksekusi dalam Hukum Acara Perdata :

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang kalah dengan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan pasal 196 HIR. Barang-barang milik pihak yang kalah dalam perkara akan dilakukan penjualan lelang sampai jumlah uang mencukupi untuk dibayarkan kepada pihak lawannya. Dengan begitu maka barang-barang pihak yang kalah diletakkan sita eksekusi sesuai dengan pasal 197 ayat (1) HIR. 

2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 225 HIR. Perbuatan yang dilakukan tersebut pada akhirnya dinilai dengan uang, sehingga pihak yang kalah dihukum membayar sejumlah uang sebagai pengganti dari pekerjaan yang seharusnya dilakukan berdasarkan penilaian Ketua Pengadilan Negeri. 

3. Eksekusi Riil, yaitu apabila putusan pengadilan yang memerintahkan pengkosongan barang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada jurusita dengan bantuan pihak kepolisian agar barang tidak bergerak itu dikosongkan oleh orang yang dihukum.

Pada dasarnya ketiga eksekusi tersebut dapat dimulai ketika ada permohonan eksekusi dan pihak yang memohonkan eksekusi membayar biaya eksekusi kepada petuga urusan kepaniteraan perdata pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kemudian melaksanakan langkah administrasi dengan register eksekusi pada Buku Permohonan Eksekusi dan Buku Induk Biaya Eksekusi. Selanjutnya Ketua pengadilan Negeri mempeajari permohonan tersebut dan apabila tidak bertentang dengan hukum yang berlaku maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan. Penetapan tersebut berisi mengenai perintah agar Jurusita Pengadilan melakukan pemanggilan kepada para pihak agar segera melaksanakan putusan hakim. Apabila hingga delapan hari semenjak pemanggilan tidak ada pelaksanaan putusan hakim maka dengan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya memerintahkan Panitera/Jurusita dengan disertai dua orang saksi yang dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan sita eksekusi. 

Pada Akta Perdamaian yang memerlukan pelaksanaan eksekusi riel apabila didalamnya mengandung pembayaran uang maka pelaksanaan eksekusi diatur sesuai dengan pasal 195 sampai dengan pasal 200 ayat (11) HIR. Apabila pelaksanaan eksekusi mengandung suatu perbuatan yang harus dilakukan maka diatur sesuai dengan pasal 225 HIR.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tijauan Hukum Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia yang Obyeknya Tidak Ada Pada Debitor, maka peneliti menemukan simpulan, yaitu Akta Perdamaian  berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum sesuai dengan pengertian pasal 130 ayat (3) HIR oleh karena itu tidak dapat dilakukan pembatalan kecuali terdapat beberapa hal yang di sahkan menurut undang-undang serta Akta Perdamaian ini telah memiliki kekuatan eksekutorial. Namun Akta Perdamaian memiliki kelemahan dilihat dari jangka panjang pemenuhan prestasinya, hal ini disebabkan karena Akta Perdamaian disepakati sebelum pemeriksaan perkara sehingga kreditor tidak dapat mengukur kemampuan debitor dalam melaksanakan prestasinya. Maka dari itu, sebaiknya para pihak yang bersengketa mempertimbangkan Penyelesaian Sengketa Alternatif sebelum mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Gresik sebab apabila suatu saat kembali terjadi wanprestasi maka para pihak dapat diperjanjikan kembali. 
Simpulan yang kedua yaitu mengenai pelaksanaan eksekusi atas Akta Perdamaian apabila obyek jaminan fidusia tidak ada serta apabila kembali terjadinya wanprestasi. Meskipun obyek jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitor kepada pihak ketiga sudah tidak ada, namun hal tersebut tidak mengurangi kewajiban debitor dalam melakukan pemenuhan prestasi sebagai bentuk dari ganti rugi kepada kreditor.  Akta Perdamaian berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki sifat tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri. Eksekusi yang dimaksud yaitu eksekusi riil serta pelaksanaannya diatur sesuai dengan pasal 195 sampai dengan pasal 200 ayat (11) HIR.
Saran

Dengan tulisan ini penulis memberikan saran kepada pembaca, yaitu :

1. Bagi para kreditor dan debitor yang bersengketa diharapkan mempertimbangkan penyelesaian sengketa dengan cara alternatif sebagai salah satu upaya hukum sebelum menempuh jalur litigasi.

2. Bagi kreditor maupun kuasanya diharapkan melakukan peninjauan obyek jaminan fidusia secara berkala, hal tersebut dimaksutkan agar dapat mengurangi resiko terjadinya pengalihan dibawah tangan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

3. Bagi pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM  diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan UUJF untuk mempertegas klausula mengenai larangan pembebanan ulang jaminan fidusia agar tidak ada norma yang kabur di masyarakat. 
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